KEPALA DESA SUMNBERAGUNG
KANUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA SUMRBERAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAMAN PERATURAN DESA SUMNDERAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISAST DAN
TATA KERJA PEMERINTAN DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA
KEPALA DESA SUMNBERAGUNG,

Menimbsar i tsalima untuk melabsanasan krtentuan Pasal b Peraturan
Daerah habwpaten Jomisang Somee | Tahun JUIS tenlang
hepaala [desa. Ivrangkat [wsa dan (Organisass Pemenntah
Iwsa, porrlu menctaphan Peraturan [Desa tenlang Nuasuanan

LM ganisani dan Tala hrtja vmerintah [eaa

WVenagingal | Undang Undang Nomew 6 tahun JUL4  tentang e
i L Veai @l qu.':..thl- H‘rruh.;h o aia Tahun JU 14 Nomaod -*_
Tamtsmhan lembatan Negara Kepublk Indonesia T,

T L Y
Jd Undang Undang b T AT 4 Tahun 2014 tenlang

I'emenintahan Darrah ibembaran Negara Nepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomaor 5587 sebagaimana telah diubah
terakhiyr dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembvmran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomaos
“M Tambahan lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor
Wy '),

' Peraturan Pemenintah Nomor 4 Tahun 014 tentang
Peraturan Prlaksanaan Undang Undang Somor 6 Tahun
JO14 tentang Desa (Lembsmran Negara Kepublik Indonesia
Tahun JO14 Nomor |2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia NSomeor 5579 sebagaimana telah diubah
drngan Prraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun JO1S
ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun JOLS Nomore
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10.

11.

12,

13.

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016
Nomor 57 [/ E)

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
dan
HEPALA DESA SUMBERAGUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA No 8 Tahun 2019 TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA SUMBERAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Desa adalah Desa Sumberagung
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya .dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan Kkebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan
Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan
Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-
batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah BPD Sumberagung.

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa N
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
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atas :
a. Sckretaris Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan
¢. Pelaksana Kewilayahan,
(3) Perangkat Desa scbagaimana  dimaksud pada  ayat (2)
berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a dibantu olch:
a. Kkepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan; dan
c. Kepala Urusan Perencanaan.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf ¢, terdiri dari:

a. Kepala Dusun Sumberagung ;
b. Kepala Dusun Ngampel ;

BAB II1
KEDUDUKAN
Pasal 4

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah
Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

(2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat
Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat

Desa.
(3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf

sekretariat desa.

(4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan  pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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(n

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
aval (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai
bernkut:

i menyelenggarakan Pemernintahan Desa, seperti tata
praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
pembinaan  masalah  pertanahan,  pembinaan
ketentraman  dan ketertiban, melakukan  upaya
perhindungan masvarakat, admimstrasi
kependudukan, dan penataan  dan  pengelolaan
wilavah.

b, melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan
sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan
bidang pendidikan, kesehatan,

¢ pembinaan kemasyvarakatan, seperti pelaksanaan
hak  dan  kewapban  masyarakat,  partisipasi
masyarakat, sosial budava masvarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjoan, '

d. pemberdavann masyvarakaot, seperti tugas sostlisas
dan  motivasi  masvarakat  di - bidang  budaya,
ckonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdavaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang tarmna,

e menjaga hubungan  kemitraoan  dengan lembagi
masyarakal dan lembaga loinnya

Pasal 6

Sckretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam

bidang administrasi pemenntahan dibantu oleh Kepala

Urusan.

Untuk melaksanakan tugas sebapgammana vang dumaksad

pada ayat (1), Sekretans Desa mempunyva lungsi:

a.  melaksanakon urusan ketatausahaan seperti tata
naskah, admimstrast surat menyurat, arsip, dan
ckspedisi,

b, melaksanokan  urusan  umum  sepertt . penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat  desa dan kantor,  penyipan - rapat,
pengadministrasian  aset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum,

. melaksanakan urusan keuangan seperti
pengurusan  administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa lainnya.

d.  melaksanakan  urusan  perencanaan  seperti
menyusun  rencana anggaran  pendapatan  dan
belanja  desa, menginventarisir  data-data  dalam
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rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

(1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa
dalam wurusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki
fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan
penataan administrasi perangkat Desa,
penyediaan prasarana perangkat Desa dan
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian
aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum.

b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti
melaksanakan  urusan  keuangan seperti
pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan
administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat
Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa
lainnya.

c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi
mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja Desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki
fungsi seperti melaksanakan urusan
ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip dan ckspedisi, dan
penataan administrasi perangkat Desa,
penyediaan prasarana perangkat Desa dan
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian
aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan
pelayanan umum  serta memiliki fungsi
mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti
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Pasal &
bkepala hasgn berteas membaniy hepala [weas Jalam

[* ik aariaan Mgas siaAvAaRrYaA
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" pemiaraan krtrntraman ilan Ketertihan
™ iaksarinan itava perlimdungan masy aranal
mudnitas irl-'.', MlLuEAN dan llwr]i,-:,l.t.n'l lan

T bmarn wlayah

b IMFTEa A j* laknanaan pembangunan i
wilavahnia

' melaksatiakan peminnaan kemasyarakatan dalam
mrtungkathan krmampaan dan kesadlaran
manyvarakal dalam menjaga ingkungannya

d  mrlakukan upava upava pemberdasaan masyarakat
dalam  menumpang  kelancaran  penyelenggafaan
pemerintabuan dan pembangunan

Pasal 9
heprala sekss Dertugas membantu hepals Desa sebagn
P bk saria tugas operasional

Lntuk melaksanakan Tugas hepula Sekisi mempunya

Tungsi

a  hrpala Seks: Pemenntahan mempunyar  fungw
melaksanakan manajemen tata praja Pemenntahan,
menvusun rancangan regulase desa, pembonaan
masalah pertanahan pembunaan ketentraman dan
helertiban P iaksaniaan upaya  perlindungan
Masyalakal kependudukan penataan lan
P nge diaan wWilldvah wrria e ruilataarn dan
prngelolaan Profil Desa

b hepala Sehkm hesejahteraan mempunyal  fungws
melaksanakan pembangunan  sareana  prasdarana
prrdesaan. pembangunan bwdang  pendsdikan,
keschatan, dan tugaes soswalisasi serta motivasi
Mmasyarakat di tedang budava, ekonomi  politk,
nghungan  hdup prmlerdaraan keluarga
prmudas, vlahrags dan karang taruna

¢ hepala  Seksi hesejahiteraan  dan Pelayanan

mempunyal fungs: melaksanaban pembangunan
safalia [Masalalia perdesadts, pembangunan bidang
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pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta
molivasi masyarakat di bidang budaya, eckonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna dan memiliki
fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masya-
rakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,
pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketcnagakerjaan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

(1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian
Jabatan Perangkat Desa.

(2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah
dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan
rekomendasi.

Pasal 13

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat
Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa,
maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan desa ini maka Peraturan Desa
Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Desa dan kepala Dusun serta Peraturan Desa No 2
Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda-
ngan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris

Desa.

Ditetapkan di Desa Sumberagung
Pada tanggal 25 Desember 2019

Diundangkan di Desa Sumberagung
Pada tanggal 25 Desember 2019
SEKRETARIS DESA TEMUWULAN
g

p

EUH%GU G
LEMBARAN DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2019 NOMOR 8 /D
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